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BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATENINDRAMAYUJ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang + a bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan
untuk menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan
Kcuangan Dacrah dan Pengelolaan APBD;

b. bahwa dalam rangka  pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka penyerapan
anggaran dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib,
transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

¢. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan
daerah bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indramayu, maka perlu diatur
mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 43] sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Linkungangan
Propinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersth dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2367)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana KorupSi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lemmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesig& Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
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10.

11.

12.

13.

14.

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 11 Tahun 2017};

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor ©
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran
Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu
(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8
Tahun 2021);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHyUN
2021 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN

ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2021
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mdramayu diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

Pasa 12

(1) Dalam rangka melaksanakan program/kegiatan, setiap Perangkat
Daerah diberikan Uang Persediaan.

(2) Besaran Uang Persediaan diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP
berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.

(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa
Pengguna Anggaran.

(5) Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke
Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(6) Proses Pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD
dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran.

(7) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP
yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara
non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.



(8)

(9)

Transaksi non tunai merupakan pemindahbukuan sejumlah nilai
uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan
instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek,
bllyet giro, uang elektronik atau sejenisnya sehingga pengelolaan
keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efesien, ekonomis, efiektif, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengcluaran Pembantu dapat melakukan
pembayaran secara sekaligus langsung Lkepada penyedia
barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu
kepada PPTK.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 14

PA/KPA menyampaikan SPM  beserta surat pernyataan
tanggungjawab PA/KPA melalui Kuasa BUD.

Khusus SPM Gaji Induk harus sudah diterima BUD paling lambat
akhir bulan (dalam hari kerja) sebelum bulan pembayaran.

Petugas penerima SPM pada SKPKD memeriksa kelengkapan SPM,
mengisi check list kelengkapan berkas SPM dan meneruskan
check list serta kelengkapan SPM kepada Kuasa BUD untuk proses
lebih lan jut.

Khusus SP2D Gaji Induk, Bank Operasional melakukan penyaluran
pada hari pertama untuk bulan Februari sampai dengan Desember
atau hari kerja pertama untuk bulan Januari.

Untuk Biaya Penunjang Operasional Bupati, Bank Operasional
melakukan penyaluran pada hari pertama untuk bulan Februari
sampai dengan Desember, kecuali untuk bulan Januari.

Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dilakukan pada
hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan.

Dalam kondisi tertentu yaitu pada saat hari kerja pertama jatuh
pada hari libur, maka dilakukan dengan ketentuan sebagal berikut:

a. Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan pada tanggal terakhir
hari kerja bulan sebelumnya.

b. SP2D dikeluarkan pada hari pertama kalender bulan berkenaan.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 4 Maret 2022

AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 4 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.
RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 59




